Abstrak

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi
adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata.
Pemberian dana desa menjadi bentuk pemenuhan hak-hak desa untuk pelaksanaan
otonomi sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti keragaman, partisipasi,
otonomi, pemberdayaan, demokratisasi masyarakat serta meningkatkan peran
pemerintah desa dalam rangka memberikan layanan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah yang terombang-ambing. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak kebijakan dana
desa terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi
pengangguran di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten. Desa
Ponggok dipilih karena merupakan desa percontohan yang berhasil mengelola
dana desa yang diberikan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Desa Ponggok
menggunakan dana desanya untuk mengadakan sarana prasarana pendukung
keberlangsungan Desa Wisata Ponggok, mengadakan program pelatihan, MCK
tiap rumah, serta bantuan lain yang dapat menyejahterakan warganya, dan seluruh
masyarakat turut berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan. Hasilnya,
program tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Desa
Tegalrejo menggunakan dana desanya untuk perbaikan infrastruktur desa dan
pelatinan masyarakatnya. Desa Kalangan menggunakan dana desanya untuk
perbaikan infrastruktur desa, reboisasi, pelatihan serta pembinaan masyarakat.

Namun, hasil pengelolaan dana desa kedua desa tersebut belum dapat



meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran, karena kurangnya

partisipasi dari masyarakat terhadap program yang diselenggarakan.



Abstract

A fundamental reform in the government system is implementing decentralization
and regional autonomy. Giving village funds is a form of fulfilling the village's
rights to implement their own autonomy to grow and develop their own
community. It also increases the role of the village to provide services and
improve the welfare of the community on their own. Therefore, this study aims to
reveal the impact of the village funding policies on improving the welfare of the
community and reducing unemployment. The study is conducted in three different
villages in Klaten, Central Java. They are desa Ponggok, desa Tegalrejo and desa
Kalangan. The first village, Desa Ponggok, is chosen because it is a pilot village
that has successfully managed village funds to improve the welfare of its
residences. Ponggok uses its village funds to create various programs such as,
building infrastructure to support the sustainability of Ponggok’s tourism,
conducting training programs, and building toilets for each house. In Ponggok, the
entire community participates in the programs. As a result, the programs can
significantly reduce number of unemployment. On the other two villages, the
story of the village fund is different. The village funds do not significantly
improve the economy and reduce unemployment. In these two villages, the village
funds is mainly spent to improve infrastructure and provide training for its
residence’s capacity building. However, due to lack of community participation,
the village funds have not been able to improve the economy and reduce

unemployment in Tegalrejo and Kalangan.
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